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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS STUDI KASUS: DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Oleh

Putu Yuliani

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan proses persiapan seorang individu
untuk mengemban tanggungjawab yang berbeda dalam sebuah unit kerja atau
organisasi. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro didasarkan pada kurangnya
jumlah sumberdaya manusia yang tersedia, jumlah pegawai yang ada di DPMPTSP
Kota Metro sebanyak 36 orang, dan berdasarkan Dokumen Rencanan Kebutuhan
Pegawai masih terdapat 23 jabatan yang mengalami kekosongan. Dalam menyikapi
kondisi ini DPMPTSP Kota Metro melaksanakan strategi pengembangan
sumberdaya manusia sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan kapasitas dan
kualitas sumberdaya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia di DPMPTSP Kota Metro serta
mengidentifikasi terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan
sumberdaya manusia di DPMPTSP Kota Metro. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat proses dan hasil dari pelaksanaan
pengembangan sumberdaya manusia, kemudian dianalisis dengan menggunakan
indikator keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia sesuai dengan
PermenPan-RB Nomor 10 Tahun 2019 yang terdiri dari capacity building dan
transfer knowledge. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan
pengembangan sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan Zona Integritas
di DPMPTSP Kota Metro dapat dikatakan cukup berhasil dengan adanya proses
pelaksanaan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui perekrutan calon
pegawai dan proses berbagi pengetahuan (transfer knowledge) sebagai upaya
pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan Diklat, Pelatihan, dan
BimTek. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan sumberdaya
manusia ini yaitu masih pasifnya DPMPTSP Kota Metro dalam mendukung
kegiatan pengembangan kompetensi bagi para pegawai, dan kurangnya anggaran
yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Metro untuk mengcover segala kegiatan
termasuk kegiatan pengembangan sumberdaya manusia.

Kata kunci: Pengembangan Sumberdaya Manusia, Zona Integritas.



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT AS A STUDY INTEGRITY ZONE DEVELOPMENT
EFFORT CASE: INVESTMENT AND INTEGRATED SERVICES
ONE DOOR METRO CITY

By

Putu Yuliani

Human resource development is the process of preparing an individual to assume
different responsibilities in a work unit or organization. The implementation of
human resource development at the Metro City One-Stop Investment and Integrated
Services Service is based on the lack of available human resources, the number of
employees in DPMPTSP Metro City is 36 people, and based on the Employee Needs
Planning Document there are still 23 positions that are experiencing vacancies. In
responding to this condition DPMPTSP Metro City implemented a human resource
development strategy as one of the keys to increasing the capacity and quality of
human resources. This study aims to determine the implementation of human
resource development in DPMPTSP Metro City and identify related inhibiting
factors in the implementation of human resource development in DPMPTSP Metro
City. This research is a qualitative descriptive study by looking at the processes and
results of implementing human resource development, then it is analyzed using
indicators of successful human resource development in accordance with
PermenPan-RB Number 10 of 2019 which consists of capacity building and
knowledge transfer. The results of this study indicate that the implementation of
human resource development as an effort to develop the Integrity Zone at
DPMPTSP Metro City can be said to be quite successful with the process of
implementing capacity building through the recruitment of prospective employees
and the process of sharing knowledge (knowledge transfer) as an effort to develop
employee competence through training, training and BimTek activities. The
inhibiting factors in the implementation of human resource development are the
still passive DPMPTSP Kota Metro in supporting competency development
activities for employees, and the lack of budget owned by DPMPTSP Kota Metro
to cover all activities including human resource development activities.

Keywords: Human Resource Development, Integrity Zone.
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1.1

|. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai good governance dan clean goverment dengan
melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, tatalaksana, dan sumberdaya manusia aparatur. Reformasi
birokrasi menjadi kebutuhan aparatur pemerintah dalam rangka

menciptakan good governance dan clean governance.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan
dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat (Hamid
Tome, 2012). Guna mencapai reformasi birokrasi dilakukan penataan ulang
proses birokrasi mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat terendah.
Baik dari regulasi, kebijakan, serta sistem manajemennya. Dalam upaya
mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik ada 9 (sembilan) program
yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan percepatan reformasi
birokrasi di instansi baik di Kemeterian maupun lembaga pemerintah
daerah, peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu program yang
dicanangkan masuk kedalam sembilan program percepatan reformasi

birokrasi tersebut.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,


https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
(Rahmadana, 2020). Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-
fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan
hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial,
mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak
dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada

pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik
yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan
tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan
pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban
setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab
negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan
norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang
profesional dengan memiliki karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,
bebas dan bersin KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepoteisme), mampu
memberikan pelayanan kepada publik, dan memegang teguh nilai-nilai

dasar dan kode etik aparatur negara.



Wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan instansi
pemerintahan adalah dengan pencanangan pembangunan zona integritas
yang dituangkan dalam Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersin Dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintahan (Indonesia, 2021).

Peraturan Menpan RB No. 10 Tahun 2019 memberikan pedoman terkait
pembangunan ekosistem di instansi yang searah dengan prinsip reformasi
birokrasi dalam bentuk Zona Integritas. Zona Integritas merupakan predikat
yang diberikan kepada lembaga kementerian atau lembaga daerah yang
memiliki komitmen dan niat untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi
birokrasi. Dengan diterbitkannya suatu pedoman dalam bentuk peraturan,
diharapkan mampu menyeragamkan pemahaman dan tindakan untuk
instansi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) (PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki
tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan dan non perizinan Di Kota
Metro. Pendelegasian tugas dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang menangani bidang
perizinan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Metro
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian kewenangan Walikota Metro
dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Wujud pembangunan Zona Integritas ini bertujuan untuk memperbaiki
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini ditandai
dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan pembentukan



tim pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.10 Tahun
2019 telah membentuk tim pembangunan Zona Integritas melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Metro No0.30/KPTS/D-15/2019 tentang Pembentukan Tim
Pembangunan Integritas Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Melalui Keputusan ini Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
Edy Pakar, S.H.M.M membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang mana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 dijadikan sebagai salah satu dasar
hukum dan merupakan pedoman yang digunakan oleh Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) memiliki 6 komponen area perubahan menurut (PermenPAN-RB Nomor
10 Tahun 2019) yaitu:

Manajemen Perubahan

Penataan Tatalaksan

Penataan Sistem Manajemen SDM

1.
2
3
4. Penguatan Pengawasan
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penataan manajemen sumberdaya manusia merupakan salah satu komponen
yang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan
Zona Integritas di instansi pemerintahan. Penataan sistem manajemen
sumberdaya manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme

sumberdaya manusia pada pembangunan Zona Integritas.



Manajemen sumberdaya manusia sendiri merupakan suatu hal yang
berkaitan dengan pandayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan
untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam
mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah organisasi (Susan Eri,
2019).

Dalam penataan sistem manajemen sumberdaya manusia yang tercantum
dalam area perubahan Zona Integritas, pengembangan sumberdaya manusia
merupakan salah satu indikator penting yang tercantum didalamnya.
Pengembangan sumberdaya manusia merupakan proses persiapan seorang
individu untuk mengemban tangungjawab yang berbeda dalam sebuah unit
kerja atau organisasi. Pengembangan mengarah pada kesempatan belajar
yang dirancang guna membantu dalam pengembangan para pegawai.
Pengembangan sumberdaya manusia untuk pegawai merupakan suatu
proses berlatih dan belajar yang berjalan secara sistematis guna
meningkatkan kompetensi dan Kinerja para pegawai dalam pekerjaan yang
diemban sekarang dan mempersiapkan diri utuk tanggung jawab dan peran
yang akan diterima selanjutnya. Dalam konteks sumberdaya manusia
pengembangan dapat dipandang sebagai peningkatan kualitas Sumberdaya
Manusia melalui program pelatihan dan pendidikan guna mencapai hasil

yang diinginkan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakam
salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kota Metro yang
memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan dan non perizinan
Di Kota Metro. Pendelegasian tugas dari Walikota kepada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang
menangani bidang perizinan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya
Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
kewenangan Walikota Metro dibidang perizinan dan non perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro.



Segala bentuk pelayanan publik dalam hal perizinan dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
Namun dalam kegiatan pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro terdapat beberapa kendala yang
salah satunya adalah kendala terkait jumlah sumberdaya manusia yang
tersedia. Menurut dokumen kepegawaian yang dimiliki oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro jumlah
pegawai yang aktif periode tahun 2020 terdapat 36 orang dan jumlah ini
masih bertahan sampai periode tahun 2022. Jumlah pegawai yang dimiliki
oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro dapat dikatakan belum cukup dari yang seharusnya dibutuhkan sesuai
dengan kuantitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam bidang perizinan,
yang dimana kegiatan perizinan bukan hanya terkait perizinan umum namun

juga perizinan jenis tertentu.



Berikut merupakan data rencana kebutuhan pegawai yang dikeluarkan oleh

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Tabel 1. Rencana Kebutuhan Pegawai

NO JABATAN JUMLAH
1. Pengelola Bahan Perencanaan 1
2. Analis Perencanaan 1
3. Verifikasi Data Laporan Keuangan 1
4. Penyusun Bahan Laporan Keuangan 1
5. Pengelola Pemanfaatan Barang 1
6. Penyusun Rencana RT dan Perlengkapan 1
7. Pengelola Sarana Prasarana RT Dinas 1
8. Pengemudi 1
9. Pengelola Kepegawaian 1
10. Pemeriksa Penanaman Modal 1
11. Pengelola Kerjasama PM 1
12. Penyusun Bahan Kebijakan 1
13. Penyusun Laporan Kebijakan 1
14. Pengawas Penanaman Modal 1
15. Penyusun Rencana Permodalan 1
16. Pengelola Perizinan 1
17. Pengelola Dokumen Perizinan 1
18. Pengelola Dokumen Perizinan 1
19. Pengadministrasi Perizinan 1
20. Pengelola Dokumen Perizinan 1
21. Pengelola Pengaduan Publik 1
22. Pengelola Program dan Laporan 1
23. Analis Data dan Informasi 1

JUMLAH

N
w




Dapat dilihat dari tabel rencana kebutuhan pegawai yang dikeluarkan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
masih banyak kekosongan jabatan sebanyak 23 orang yang menyebabkan
pegawai memiliki beban dan tanggung jawab ganda untuk mengemban

pekerjaan yang mengalami kekosongan jabatan tersebut.

Peran sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah
organisasi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dari
waktu ke waktu semakin berinovasi dengan kecanggihan teknologi. Hal ini
memberikan imbas dengan adanya kebutuhan yang besar akan sumberdaya
manusia yang berkompeten. Telaah telah diajukan oleh Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro kepada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro namun belum dapat dipenuhi,
dikarenakan kuantitas /jumlah pegawai di Kota Metro telah mencapai batas

maksimum.

Kebutuhan pegawai yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro melalui pelaksanaan analisa
jabatan terdapat sebanyak 23 orang dan baru dapat dipenuhi sebanyak 10
orang melalui sistem tenaga kontrak (THL). Dengan demikian masih
terdapat 13 jabatan yang mengalami kekosongan dan belum dapat dipenuhi
baik oleh BKD (Badan Kepagawaian Daerah) Kota Metro serta Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Dalam
menyikapi kondisi ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu melaksanakan strategi pengembangan sumberdaya manusia
sebagai salah satu kunci untuk peningkatan kualitas dan kapasitas
sumberdaya manusianya agar mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Yang digunakan untuk mengevaluasi posisi pegawai untuk melakukan
pekerjaan tertentu dan bertujuan untuk menentukan kemampuan dan

keahlian yang dibutuhkan pada setiap posisi dalam organisasi.



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Metro
melaksanakan pengembangan sumberdaya  manusia  dengan
memaksimalkan kemampuan pegawai yang ada dalam menghadapi
kekosongan jabatan. Pengembangan karyawan harus dimulai dengan
analisis dari kebutuhan baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan
individual/personal. Baik perusahaan atau individu dapat menganalisis apa

sebenarnya yang dibutuhkan.

Dengan diselenggarakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Penguatan sumberdaya manusia melalui
pengembangan harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi
pengembangan sumberdaya manusia yaitu sistem pendidikan dan

pengetahuan, komunikasi, dan pelatihan.

Pengembangan sumberdaya manusia didasarkan pada konsep sistem
Sumberdaya Manusia berbasis kompetensi yang bertujuan untuk mencapai
tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
memaksimalkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas untuk
memberikan kualitas dalam pekerjaan, dan menyelesaikan tugas dengan
tepat waktu. Sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang
melaksanakan pelayanan perizinan berbasis online, Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari pentingnya penerapan

dan pengembangan sumberdaya manusia secara berkelanjutan.
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Kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kompetensi pengembangan pegawai
dalam mengelola kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam
bidang pelayanan perizinan yang telah berbasis online. Oleh karena itu
terdapat dua kompetensi yang perlu dikembangkan oleh Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu pengembangan ilmu
pengetahuan, pengembangan kecakapan para pegawai, dan meningkatkan
keterampilan pegawai, sehingga dengan demikian keahlian yang dimiliki

pegawai dapat bertambah luas dan mendalam.

Melihat penjelasan dari latarbelakang diatas, penting bagi kita untuk
mengetahui tentang pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia
sebagai upaya pembangunan zona integritas dan hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaannya dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro . Maka dari itu penulis tertarik
mengangkat penelitian ini dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS STUDI KASUS DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA METRO.”



1.2

1.3

11

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka rumusan masalah yang

hendak dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1.

Bagaimana pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia
sebagai upaya pembangunan zona integritas yang
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro?

. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan

pengembangan  sumberdaya manusia  sebagai  upaya
pembangunan zona integritas yang diselenggarakan oleh Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Metro?

TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pengembangan sumberdaya
manusia sebagai upaya pembangunan zona integritas Yyang
diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Metro.

. Untuk  menjelaskan  faktor penghambat dalam pelaksanaan

pengembangan sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan zona
integritas yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
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12

MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan,
dan informasi khusunya bagi penulis serta segala pihak pada umumnya,
yang tentunya berkaitan tentangpelaksanaan pengembangansumberdaya
manusia sebagai upaya pembangunan zona integritas di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

. Manfaat Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang
dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang
didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai
pelaksanaan pengembangansumberdaya manusia sebagai upaya
pembangunan zona integritas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Metro.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu
Penulis akan mengangkat tema tentang analisis penataan manajemen
sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan zona integritas di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Penulis
melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah
dilaksanakan sebelumnya. Penulis mengambil beberapa hasil penelitian
terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian, yaitu
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian
NO  Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian Relevansi Penelitian
Penelitian

1. (Hapsari, Implementasi Pembangunan Kesamaan:

Purnaweni, &  Pembangunan Zona Integritas  latarbelakang

Priyadi, 2019)

Zona Integritas
Menuju
Wilayah Bebas
Dari Korupsi
Dan Wilayah
Birokrasi Bersih
Dan Melayani
Di BBWS
Pemali Juana
Semarang

belum berjalan
optimal sesuai
dengan Permen
PAN-RB No0.52
Tahun 2014.

Dari lima
indikator
implementasi
pembangunan
Zona Integritas
belum dipenuhi
secara
maksimal.

penelitian terkait Zona
Integritas menuju
wilayah bebas korupsi
dan wilayah birokrasi
bersih melayani.

Perbedaan: fokus
penelitian ini terkait
implementasi Zona
Integritas di BBWS
Pemali Juana
Semarang.
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2. (Fathya, 2017) Reformasi Adanya Kesamaan:
Manajemen kesesuaian Penelitian ini memiliki
SDM Aparatur ~ antara rencana latarbelakang yang
di Indonesia pemerintah sama yaitu tentang
dalam road map  sistem manajemen
reformasi sumberdaya manusia.
birokrasi dengan
sebagian konsep
sistem
manajemen
sumberdaya
manusia.
3. (Rahmawati, Evaluasi Upaya terhadap  Fokus penelitian yang
2017) Integritas pemberantasan  dilakukan sama yaitu
Pelayanan korupsi terus membahas tentang
Publik Menuju ~ menerus pembangunan Zona
Wilayah Bebas  dilakukan, Integritas Menuju
Korupsi Dan namun upaya Wilayah Bebas
Wilayah tersebut belum Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih  mendapatkan Birokrasi Bersih
Melayani Di hasil yang Melayani di PTSP
PTSP Kota memuaskan. Kota Metro.
Metro Salah satu upaya
yang dilakukan
adalah
pembangunan
Zona Integritas.
Zona Integritas
telah
dilaksanakan di
Kantor PTSP
Kota Metro
sejak 2016
namun belum
mendapatkan
predikat Zona
Integritas
2.2  Tinjauan Tentang Konsep Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2.2.1 Pengertian Pembangunan

Menurut

(Eko, 2020) pembangunan merupakan segala upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat,

pembangunan merupakan upaya yang berkelanjutan yang memiliki tujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa menuju kondisi

yang lebih baik.
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Terdapat beberapa pokok pikiran terkait pembangunan yaitu :

a. Pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan yang terus menerus
dilakukan dan tidak pernah berhenti untuk menciptakan perubahan
dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kualitas
kehidupan yang lebih baik.

b. Pembangunan merupakan proses yang dilaksanakan melalui
perencanaan bukan merupakan proses yang alami atau kebetulan.
Proses pelaksanaan pembangunan harus mampu menganalisis
kebutuhan dan masalah yang harus diselesaikan.

c. Proses pembangunan harus mencakup beragam aspek kehidupan
masyarakat yang bersangkutan.

d. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kepekaan individu-
individu terhadap masalah yang terjadi dan mencari alternatif untuk
mengatasi masalah tersebut.

e. Pembangunan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat luas.

f. Pembangunan harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, bukan sebaliknya harus mengorbankan masyarakat untuk

tercapainya tujuan pembangunan.

Menurut Todaro dalam  (Mustari, Wahyuddin, & Harna, 2020)
mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensial yang
meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional,
sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan,
dan memberantas kemiskinan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pembangunan
merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara terencana dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara

berkelanjutan.

Pengertian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No.10 Tahun 2019, Zona Integritas merupakan predikat yang
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diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya
memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi,
khusnya dalam hal pencegahan tindak korupsi dan upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan
suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja. Sedangkan
menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat
yang diberikan kepada suatu unit/kawasan yang memenuhi sebagian besar
manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja,
dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tahap-Tahap Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani.

Tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yaitu :
1. Tahap pencanangan pembangunan Zona Integritas

a) Tahap pecanangan pembangunan Zona Integritas merupakan
deklarasi dari pimpinan suatu instansi bahwa instansi tersebut
telah siap melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

b)  Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh
instasi pemerintah yang pimpinan dan seluruh pegawainya telah
menandatangani dokumen pakta integritas.

c) Pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh beberapa
instansi pusat yang berada dibawah koordinasi kementerian dapat
dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pembangunan Zona
Integritas di pemerintahan daerah dapat dilakukan oleh
Kabupaten/Kota secara bersama-sama dalam satu Provinsi.

d) Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara

terbukan dan dipublikasikan secara luas yang dimaksudkan agar
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semua pihak termasuk masyarakat dapat membantu memantau,
mengawal, dan berperan serta dalam pelaksanaan program
reformasi birokrasi khusunya bidang pencegahan tindak korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

e) Penandatangan piagam pencanangan pembangunan Zona
Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan
instansi pemerintah.

f)  Penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona
integritas untuk instansi didaerah dilaksanakan oleh pimpinan
instansi pemerintah daerah.

g) KPK, ORI, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi saksi
pada saat pencanangan zona integritas baik untuk instansi pusat

maupun daerah.

Proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari
pencanangan pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh
instansi pemerintah. Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada
penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pembangunan Zona Integritas pimpinan instasi menetapkan satu
atau beberapa unit kerja yang diusulkan. Pemilihan unit kerja yang
diusulakan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) harus memperhatikan beberapa syarat yang
telah ditetapkan, yaitu : dianggap sebagai unit yang penting dalam
melakukan pelayanan publik, mengelola sumberdaya yang besar,

memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas

dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/ tim untuk melakukan
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identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja
berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan
identifikasi, kelompok Kkerja/tim mengusulkan unit kerja kepada
pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selanjutnya dilakukan penilaian
mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI
melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di
usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM), maka langkah selanjutnya adalah
penetapan. Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan
adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja

terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit yaitu meliputi Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Sedangkan komponen hasil meliputi pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepoteisme) serta peningkatan

kualitas pelayanan publik.
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Tinjauan Tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia adalah suatu hal penting yang harus dimiliki dalam
upaya mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya manusia merupakan elemen
utama dalam sebuah organisasi dibandingkan dengan elemen sumberdaya
yang lain. Sumberdaya manusia merupakan kunci yang dapat menentukan
perkembangan sebuah organisasi. Pada hakikatnya sumberdaya manusia
yang dipekerjakan disebuah organisasi merupakan elemen penggerak,
pemikir, dan perencana dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Susan
Eri, 2019).

Sumberdaya manusia merupakan satu-satunya sumberdaya yang memiliki
akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan
karya. Semua potensi sumberdaya manusia tersebut sangat berpengaruh
terhadap upaya organisasi dalam upaya organisasi dalam mencapai tujuan.
Tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia sulit bagi organisasi
dalam mencapai tujuannya walaupun dengan kemajuan teknologi,
perkembangan informasi, dan tersediannya modal yang memadai sekalipun
(Sutrisno, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia adalah faktor terpenting
dalam sebuah organisasi dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi,
pada penelitian ini yang menjadi sumberdaya manusia adalah pegawai yang
bekerja dikantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Metro baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai honor.

Pengertian pengembangan sumberdaya manusia

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan perencanaan mengenai
cara agar kualitas dari sebuah sumberdaya manusia yang dimiliki mampu
berkembang kearah yang lebih baik, meningkatkan kemampuan kerja, skill

dan memiliki loyalitas yang baik terhadap organisasi. Pengembangan
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sumberdaya manusia sangat dibutuhkan demi kelangsungan sebuah
organisasi agar dapat berkembang secara dinamis (Mamik & Syarif, 2016).

Menurut Singodimedjo dalam (Findarti, 2016) pengembangan sumberdaya
manusia merupakan proses persiapan individu-individu untuk memikul
tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi, biasanya
berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan

pekerjaan yang lebih baik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan
sumberdaya manusia adalah salah satu upaya yang dilakukan leh sebuah
lembaga/organisasi dalam dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang
dilakukan dengan berbagai cara demi keberlangsungan sebuah organisasi

agar dapat berkembang secara dinamis.
Jenis-jenis pengembangan sumberdaya manusia

Menurut Hasibuan dalam (Ningrum,2016) menyatakan bahwa, terdapat dua

jenis pengembangan sumberdaya manusia, yaitu:

1. Pengembangan sumberdaya manusia secara formal, yaitu sumberdaya
manusia yang ditugaskan oleh suatu lembaga untuk mengikuti
pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga
tersebut maupun lembaga diklat. Pengembangan sumberdaya manusia
secara formal dilakukan berdasarkan tuntutan tugas, dengan demikian
jenis pengembangan ini dapat memenuhi kebutuhan kompetensi
sumberdaya manusia bagi eksistensi dan keberlanjutan sebuah
lembaga.

2. Pengembangan sumberdaya manusia secara informal adalah
pengembangan kualitas sumberdaya manusia secara individu
berdasarkan kesadaran dan merupakan keinginan pribadi untuk

meningkatkan kualitas diri yang berhubungan dengan tugasnya.
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Banyak cara yang dapat dilakukan sumberdaya manusia untuk
meningkatkan kemampuannya, namun jenis pengembangan seperti ini
memerlukan motivasi intrinsik yang kuat dan kemampuan mengakses

sumber-sumber informasi sebagai sumber untuk belajar.

2.3.4 Tujuan Pengembangan Sumberdaya Manusia

2.35

Menurut (Ningrum, 2016) terdapat 7 (tujuh) tujuan pengembangan

sumberdaya manusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

N o a bk~ w D E

Meningkatkan Kompetensi Secara Konseptual Dan Teknikal
Meningkatkan Produktivitas Kerja

Eningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas

Meningkatkan Status Dan Karier Kerja

Meningkatkan Pelayanan Terhadap Klient

Meningkatkan Moral-Etis

Meningkatkan Kesejahteraan

Metode Pengembangan Sumberdaya Manusia Sebagai Upaya

Pembangunan Zona Integritas

Adapun indikator-indikator pengembangan sumberdaya manusia yang

digunakan sesuai dengan (PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019), yaitu

sebagai berikut:

1.

Capacity Building.

1. Capacity building adalah sebuah upaya untuk memperkuat
kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan
melalui pengembangan keterampilan, kemampuan, bakat serta
potensi serta penguasaan kompetensi, sehingga individu kelompok,
maupun organisasi dapat bertahan dan dapat mengatasi tantangan
perubahan yang terjadi secara tak terduga. Capacity building juga
dapat dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas
yang belum nampak (Ratnasari et al., 2013).

Menurut hasil penelitian oleh USAID (U.S.Agency for
International Development) dalam (Meidini, 2014) terdapat 5
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elemen/indikator dalam pelaksanaan capacity building sebuah

organisasi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Mission, vision, and strategy (visi, misi, dan strategi)

Organisasi memiliki rencana strategis secara tertulis yang
mencerminkan misinya, dan mengandung tujuan strategis
disesuaikan dengan kebutuhan klien. Di dalam tahap ini
mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas dan tujuan
yang terukur. Visi, misi dan strategi setiap organisasi ini
menjadi penting karena menjadi salah satu komponen utama

dalam proses capacity building organisasi di institusi.

Structure (struktur)

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang sama
pentingnya dalam melihat pengembangan kapasitas organisasi
di lembaga atau institusi. Dengan adanya struktur di dalam
keorganisasian ini, suatu organisasi dapat dianalisa melalui
strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui job
describtion masing-masing personel. Struktur organisasi juga
merupakan faktor yang penting dalam perkembangan

organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan organisasi.

Management systems (sistem manajemen)

Pengembangan kapasitas organisasi pelayanan publik pada
sistem manajemen dibagi menjadi beberapa aspek salah
satunya adalah sistem manajemen SDM, aspek tersebut
mempengaruhi sistem manajemen pada obyek penelitian,
yakni di DPMPTSP Kota Metro.

Partnerships, external relations, and Networking (partneship
dan kerjasama)

Jaringan atau networking itu ditujukan secara internal maupun
eksternl organisasi. Secara internal, setiap divisi atau sub

bagian yang ada harus kooperatif. Sedangkan ekternal
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organisasi yaitu lebih pada kerjasama antar SKPD maupun
stakeholders harus terjalin baik. Hal ini apabila semua
dilakukan dengan baik akan membuat proses capacity building

organisasi menjadi lebih optimal.

5) Leadership and governance (kepemimpinan)
Salah satu hal yang mendukung proses capacity building
organisasi berjalan baik adalah dengan kepemimpinan dalam
kepemerintahannya berjalan sesuai dengan visi dan misi awal

yang dijunjung.

2. Transfer Knowledge.
Transfer Knowledge dilaksanakan sebagai konsep berbagi
informasi atau proses duplikasi pengetahuan yang disampaikan
oleh pegawai yang pernah mengikuti diklat atau bimtek kemudian
membagikannya kepada pegawai lain. knowledge sharing/transfer
knowledge merupakan kegiatan berbagi pengetahuan dan
pengalaman  antar pegawai sehingga dapat meningkatkan

kompetensi pegawai (Mundiarsih, 2018).

Definisi Konsep

Guna mendukung serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah

ang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis mendefinisikan konsep-

konsep sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan yang signifikan terhadap
elemen-elemen birokrasi seperti: kelembagaan, sumberdaya manusia,
tatalaksana, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik dan yang
paling penting adalah perubahan pola pikir, kultur, dan budaya kerja.

2. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya
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dalam hal pencegahan tindak korupsi dan upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik.

3. Manajemen sumberdaya manusia merupakan manajemen sumberdaya
manusia adalah hal yang berkaitan dengan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai
tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Kerangka Pikir

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
pencegahan tindak korupsi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik (PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, 2019). Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Sendiri Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas telah dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Pembangunan Zona
Integritas yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
No0.30/KPTS/D-15/2019. Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam Pembangunan Zona
Integritas adalah dengan melaksanakan pengembangan sumberdaya
manusia yang menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas. Dalam Penelitian ini peneliti akan
menganalisis dengan menggunakan metode pengembangan sumberdaya
manusia oleh Nugraha (2016) vyaitu dengan menganalisis metode
pengembangan sumberdaya manusia dengan menggunakan metode
pengembangan berbasis Pendidikan, Pengalaman Kerja, Keterampilan,
Kemampuan Teknologi untuk mengetahui proses pelaksanaannya dan
hambatan yag dihadapi saat pelaksanaanya. Berdasarkan kerangka yang
telah diuraikan diatas, maka secara sederhana dapat digambarkan sebagai
berikut.
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Bagan 1. Kerangka Pikir

Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro

y

Pengembangan Sumberdaya Manusia

!

\4 v

Metode Pengembangan Sumberdaya
g g y Faktor Penghambat Pelaksanaan

Manusia sesuai dengan (PermenPAN- Pengembangan Sumberdaya
. Manusia Di Dinas Penanaman
RB Nomor 10 Tahun 201
omor 10 Tahun 2019), yaitu Modal Dan Pelayanan Terpadu
sebagai berikut: Satu Pintu Kota Metro

1. Capacity Building.

2. Transfer Knowledge.




3.1

I11. METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang secara umum merupakan
metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam yang menghasilkan
kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. (Wekke, dkk, 2019)
mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah pendekatan riset yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori digunakan
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian
naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural
setting). Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang alamiah, yang
dimaksud alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak
dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi

dinamika pada objek tersebut.

Adapun penelitian kualitatif memiliki karakteristik menurut Erickson dalam
(Sugiyono, 2016), yaitu :

1. Metode Penelitian Kualitatif Dilakukan Secara Intensif

2. Peneliti Ikut Berpartisipasi Lama Dilapangan

3. Mencatat Secara Hati-Hati Apa Yang Terjadi

4. Melakukan Analisis Terhadap Berbagai Dokumen Yang Ditemukan

Dilapangan
5. Membuat Laporan Penelitian Secara Mendetail
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Peneliti ingin menggambarkan Analisis Pelaksanaan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Sebagai Upaya Pembangunan Zona Integritas Di
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan atau
narasumber yang berisi pertanyaan yang berhubungan terkait dengan
rumusan masalah yang ada didalam penelitian. Selain wawancara, data

pendukung lain diperoleh melalui artikel, jurnal, buku, dan dokumentasi.

Fokus Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016) fokus penelitian adalah batasan masalah yang
ada dalam sebuah penelitian kualitatif. Fokus berisikan tentang pokok
masalah yang bersifat umum. Fokus penelitian berisi pernyataan tentang
indikator-dan faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian aspek
yang akan diteliti tersebut berguna untuk memberikan arah dan memperjelas

jalinan fenomena yang akan diteliti.

Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan
grand tour observation dan grand tour question atau disebut juga
penjelajahan umum. Peneliti dapat memperoleh gambaran umum secara
menyeluruh dan memahami lebih mendalam dengan menetapkan fokus
yang jelas, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana
yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah. Berikut
ini merupakan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian yaitu:

1. Metode Analisis Pelaksanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Sebagai Upaya Pembangunan Zona Integritas Di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, dengan
menggunakan teori metode pengembangan sumberdaya manusia sesuai
dengan (PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019), untuk menganalisis
penerapan pengembangan sumberdaya manusia di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, terdapat dua

indikator yaitu capacity building dan transfer knowledge.
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2. Fokus kedua yaitu terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan
pengembangan sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan
Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang beralamat di
JL.Kyai Haji Arsyad No.1 Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro,
Lampung. Alasan peneliti memilih tempat ini karena merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi implementor atau Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi percontohan dari Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani sejak tahun 2016.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data diperoleh. Dalam penelitian

kualitatif sumber data yang paling utama adalah berupa kata-kata dan

selebihnya sebagai sumber pelengkap diperoleh melalui dokumen, artikel,

dan lain-lain. Sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu :

1. Data Primer
Menurut (Pramiyati et al., 2017) data primer merupakan data data yang
diperoleh dari sumber asli. Penggunaan data primer pada umumnya
untuk mendapatkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai
dengan keadaan faktual dilapangan. Data primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan
pengembangan sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan zona
integritas yang diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sebagai salah satu OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) yang mencanangkan pembangunan
Zona Integritas di Kota Metro. Peneliti juga mengumpulkan data primer
berdasarkan hasil wawancara bersama para informan ataupun

narasumber yang terkait.
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2. Data Sekunder
Menurut (Sugiyono, 2016) data sekunder merupakan sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder
sifatnya sebagai sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi
data yang diperlukan oleh data primer. Pada penelitian ini data sekunder
yang digunakan peneliti diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, buku-buku, jurnal, dan artikel yang
berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia

sebagai upaya pembangunan Zona Integritas.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif menurut
(Mustafa,dkk, 2020) adalah dalam bentuk kata-kata daripada angka. Teknik
pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan
beberapa cara sehingga dapat diperoleh data dalam bentuk angka taupun
dalam bentuk kata-kata sesuai dengan desain penelitian yang digunakan
oleh peneliti. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi lapangan (Field Research). Field Research adalah teknik
dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara peneliti
melakukan pengamatan langsung pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Penelitian Field Research
dilakukan dengan cara :
1. Observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk
memahami subjek dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
Sebelum memengumpulkan data peneliti terlebih dahulu mengenal dan
mempelajari kondisi dilapangan. Proses pengumpulan data dengan
metode observasi peneliti perlu mencari informan kunci untuk
mendapatkan gambaran umum tentang sejarah, tradisi, dan budaya dari
situasi sosial objek penelitian (Wijaya , 2019). Peneliti melakukan
observasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Metro sebagai salah satu OPD yang melaksanakan
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pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersin Melayani, dengan cara
mengamati secara langsung dan melihat pelaksanaan pengembangan
sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan zona integritas serta
perilaku dari stakeholder yang terlibat didalamnya. Dikarenakan
kegiatan penelitian ini dilaksanakan ditengan kondisi pandemi Covid-
19 maka observasi penelitian dilakukan peneliti dengan mematuhi

protokol kesehatan yang ditetapkan.

Tabel 3. Tabel Observasi

NO WAKTU OBSERVASI
1. 28 Agustus 2021, Pada tanggal 28 Agustus 2021 peneliti
pukul 08.00-14.00  melakukan observasi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro terkait dengan sumberdaya
manusianya. Peneliti mengobservasi terkait
jumlah sumberdaya yang tersedia dan apakah
jumlah sumberdaya yang tersedia telah
mampu memenuhi kebutuhan organisasi.

2. 01 September 2021, Pada tanggal 01 September 2021 peneliti
pukul 08.00-14.00  melakukan observasi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro terkait bentuk  upaya
pengembangan sumberdaya manusia yang

dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Metro.

2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara melakukan dialog langsung yang dilakukan
peneliti. Wawancara dapat juga diartikan sebagai pertemuan antara dua
orang yang memiliki tujuan untuk bertukar informasi melalui teknik
tanya jawab yang akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik
yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan
(Wijaya , 2019). Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan
secara langsung dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Metro terkait penelitian yang dilakukan secara
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terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah
disusun oleh peneliti sebelumnya. Setiap narasumber diberikan
pertanyaan yang sama dengan panduan wawancara tersebut namun
menggunakan bahasa yang tidak formal. Informan yang diwawancarai
adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan Pelaksanaan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Sebagai Upaya Pembangunan
Zona Integritas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Metro. Adapun yang menjadi informan dalam

penelitian ini yaitu :

Tabel 4. Daftar Wawancara Penelitian

No Nama Jabatan Tanggal
Wawancara
1. Suroto, SE Kasubbag Perencanaan 19 Mei 2022
Dan Keuangan

2. Agus Kasubbag Umum Dan 18 Mei 2022
Purnomo, SE  Kepegawaian

3. Kusno Analis Perencanaan 18 Mei 2022
Suwarso, Subbag Perencanaan
S.AP Dan Keuangan

4, Putu Adi Analis Pengaduan 19 Mei 2022

Tonjaya, S. Ip  Masyarakat. Sie
Pengaduan Dan
Informasi Layanan

Sumber: Disusun oleh Peneliti Tahun 2022

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah dengan
mengumpulkan semua bahan tertulis berupa catatan, buku, teks, jurnal,
makalah, memo, surat, notulen rapat, dan sebagainya (Wijaya , 2019).
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan
pribadi, laporan kerja, buku harian, dan lainnya. Data yang berkaitan
dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro pada penelitian ini didapatkan secara langsung dan juga

secara online.
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Berikut merupakan dokumen-dokumen penelitian yang didapatkan oleh

peneliti:
Tabel 5. Dokumen Penelitian
No Dokumen Isi Dokumen
1.  Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pembangunan Zona

10.

Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019.

Perubahan Atas
Peraturan Menpan Rb
No 52 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016

Permenpan-Rb Nomor 8
Tahun 2021

PP Nomor 30 Tahun
2019

PP Nomor 97 Tahun
2014

Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Walikota
Metro No.30 Tahun
2020.

Peraturan Walikota
Metro Nomor 36 Tahun
2021

Surat Keputusan
Walikota Metro Nomor
387/KPTS/D-15/2022

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintahan.

Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Tentang Perangkat Daerah.

Tentang Sistem Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil.

Tentang Sistem Manajemen Kinerja
Pegawai Negeri Sipil.

Tentang  Penyelenggaraan
Terpadu Satu Pintu

Pelayanan

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

Pendelegasian Kewenangan Walikota
Metro Dibidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Di Kota Metro.
Tentang Pembentukan Tim  Teknis

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
Tahun 2022.
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12.

13.

14.
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Surat Keputusan Kepala ~ Tentang Pembentukan Tim Pembangunan

Dinas Penanaman Modal Integritas Dilingkungan Dinas Penanaman
Dan Pelayanan Terpadu ~ Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Satu Pintu Kota Metro Kota Metro.

No.30/KPTS/D-15/2019

Surat Keputusan Kepala ~ Tentang Pembentukan Tim Pembangunan

Dinas Penanaman Modal Integritas Di Lingkungan Dinas
Dan Pelayanan Terpadu  Penanaman Modal Dan Pelayanan
Satu Pintu Kota Metro Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

No0.30/KPTS/D-15/20109.

Data Dinas Penanaman 1.
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota 2.
Metro.

3.

4.

2.
3.
4

5.

RENSTRA DPMPTSP Kota Metro
Tahun 2021-2026.

RENJA DPMPTSP Kota Metro Tahun
2022.

LkjIP DPMPTSP Kota Metro Tahun
2021.

Data Tim Teknis Tahun 2022.

Buku dan Jurnal Topik:
1.

Reformasi Birokrasi.

Zona Integritas.

Manajemen Sumberdaya Manusia.
Pengembangan Sumberdaya
Manusia.

Penilaian Kinerja Pegawai

Sumber: Disusun oleh Peneliti Tahun 2022

Teknik Analisis Data
Setelah data-data diperoleh dari lapangan, dikumpulkan, maka tahap

selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Menurut Miles dan

Huberman dalam (Sugiyono, 2016) terdapat tiga komponen analisis data

kual
1.

itatif, yaitu:
Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk mencari tema dan

pola pada data yang telah terkumpul. Dengan demikian data yang telah

melalui proses reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data

selanjutnya Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016).
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan
wawancara dilapangan, dicatat secara rinci yang kemudian dipilah
melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ataupun
tidak.

Data Display (Penyajian Data)

Display data merupakan proses penyajian data yang dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
Dengan melakukan display data, maka dapat mempermudah peneliti
dalam memahami apa Yyang terjadi, merencanakan pekerjaan
selanjutnya berdasarkan yang dipahami. Dalam melakukan display data
selain teks yang naratif disarankan menggunakan grafik, matriks,
network (jejaring kerja), dan chart Miles dan Huberman dalam
(Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam
bentuk uraian, bagan, gambar, dan lainya yang kemudian dihubungkan
dengan pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak dikemukakan bukti
yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data yang
dilakukan selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan oleh
peneliti pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid maka
kesimpulan yang disampaikan adalah kesimpulan yang kredibel Miles
dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016). Penarikan Kesimpulan dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian
kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan
dokumentasi hasil penelitian. Selain itu penarikan kesimpulan yang
dilakukan juga berdasarkan pada hasil analisis data yang terdapat dalam

penelitian ini.
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Teknik Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian meupakan derajad ketepatan

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan apa yang dilaporkan

oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2016) ada empat jenis uji keabsahan data

pada penelitian kualitatif, yaitu:

1.

Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas merupakan uji kebenaran terhadap data hasil penelitian
kualitatif. Uji kredibilitas memiliki dua fungsi yaitu untuk melakukan
pemeriksaan penemuan yang dapat kita capai, dan fungsi yang kedua
yaitu untuk memperlihatkan kepercayaan hasil penemuan yang
didapatkan dengan jalan pembuktian terhadap objek yang sedang
diteliti  (Moleong, 2017). Terdapat berbagai macam pengujian
kredibilitas menurut (Sugiyono, 2016) salah satunya adalah dengan
melakukan triangulasi data, triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan
sebagai pengecekan data yang bersal dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi data yang digunakan
dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil
wawancara yang dilakukan bersma informan penelitian serta
mengkategorikannya berdasarkan waktu, tempat, dan indikator teori

yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Keteralihan (Transferability)

Nilai dari transfer dalam uji transferability menurut (Sugiyono, 2016)
adalah berkenaan dengan sampai dimana hasil penelitian dapat
diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat
memahami hasil penelitian kualitatif dan kemungkinan untuk
menerapkanya, maka laporan hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti
harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis, dan dapat
dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas dengan hasil penelitian dan
dapat memutuskan terkait dapat atau tidaknya hasil penelitian

diaplikasikan ditempat dan kondisi yang lain.
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Uji Depenability

Uji depenability merupakan uji reliabilitas. Menurut (Sugiyono, 2016)
uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi bahwa peneliti tidak
melaksanakan proses penelitian kelapangan namun bisa memberikan
data, proses uji depenability perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa
benar atau tidaknya data dalam penelitian ini. Uji depenability dapat
dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian yang dilaksanakan oleh auditor atau dosen pembimbing.

Uji Konfirmability (Kepastian Data)

Uji kepastian data dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji
obyektifitas penelitian. Dalam uji konfirmability prosesnya sama
dengan uji depenability maka dari itu dapat dilakukan secara
bersamaan. Menuji konfirmability berarti menguji hasil penelitian yang
dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka
penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian (Sugiyono,
2016).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Sebagai Upaya Pembangunan Zona Integritas Di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro melalui capacity
building dan transfer knowledge dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini
dapat dilihat dari terlaksananya indikator-indikator pengembangan
sumberdaya manusia yang telah ditetapkan seperti Visi,Misi,Dan
Strategi, Struktur Organisasi, Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia,
Partneship Dan Kerjasama, Serta Kepemimpinan. Meskipun masih
terdapat beberapa kekurangan/kendala yang terjadi dalam proses

pelaksanaannya.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan
sumberdaya manusia sebagai upaya pembangunan Zona Integritas yang
diselenggarakan olen DPMPTSP Kota Metro diantara adalah kurangnya
anggaran yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Metro sehingga tidak
semua kegiatan dapat dilaksanakan terutama terkait pengembangan
sumberdaya manusia, karena dana anggaran yang ada digunakan untuk
melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas. Dan faktor kedua yang
menjadi penghambat adalah masih pasifnya Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dalam mendukung

kegiatan pengembangan kompetensi bagi para pegawainya.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Sebagai Upaya Pembangunan

Zona Integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Metro diatas peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro dapat menyediakan/memberikan  anggaran  untuk
mendukungan proses pengembangan sumberdaya manusia para
pegawainya dalam hal ini mengembangkan kompetensi pegawai
dengan ikut serta/mengadakan kegiatan berupa Diklat, Pelatihan,
maupun BimTek.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro dapat lebih aktif mendorong para pegawainya untuk
mengikuti berbagai macam kegiatan berupa kegiatan diklat,
pelatihan, maupun BimTek yang dapat mendukung pengembangan
kompetensi pegawai, baik secara individu ataupun kegiatan yang

berasal dari organisasi.
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